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KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 27 /DISKOMINFO/TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN MONITORING OPINI DAN ASPIRASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Menimbang

Mengingat

.a.

1.

KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2024

BUPATI BENGKAYANG,

bahwa dalam rangka mewujudkan Implementasi Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Biokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2020 tentang
Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
Nasional Tahun 2020-2024;

bahwa untuk mewujudkan Penyelenggaraan Pelayanan
Publik yang terintegrasi dalam pengelolaan pengaduan pada
seluruh level penyelenggara pelayanan publik di Pusat
maupun Daerah, maka dipandang perlu untuk membentuk
Tim Kegiatan Monitoring dan Aspirasi Publik di Lingkungan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Bupati;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3823);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5952);



10.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4843);

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 139 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4899);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
152, Tambahan Lembran Negara Republik Indonesia Nomor
5071);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Karya menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6897);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
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12.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksaaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman
Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 27);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Biokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman
Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

20.

21.

22,

23.

24.

25.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan
Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1026);

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang
Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang
Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bengkayang Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran
Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2017 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 2);
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 12 Tahun
2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran
Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 12);
Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 18 Tahun 2023 tentang
Pedoman Pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan
Online Rakyat (LAPOR) Sistem Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Kabupaten Bengkayang
(Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor
18);

Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2024 (Berita
Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Membentuk Tim Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
Di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Bengkayang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.

: Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai

tugas sebagai berikut :



KETIGA

KEEMPAT

TEMBUSAN :

"o o0

merencanakan, mensinkronkan rencana program dan
rencana kerja anggaran pengelolaan pengaduan masyarakat;
mengumpulkan pendapat umum, baik melalui pertemuan
maupun sosialisasi terkait kegiatan monitoring opini dan
aspirasi publik;

memantau isu publik di media massa dan media sosial;
memantau aduan masyarakat;

mengevaluasi dan pemilihan Isu Publik;

mendistribusikan hasil penetapan agenda prioritas
komunikasi Pemerintah Daerah kepada Perangkat Daerah
terkait;

melakukan koordinasi dengan pejabat penghubung untuk
mengatasi kendala dalam penyelesaian pengaduan;
menginformasikan  pengaduan  masyarakat  kepada
Perangkat Daerah dan masyarakat; dan

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Bengkayang melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati
Bengkayang.

Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Bengkayang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Bengkayang.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 4 Janvari 2024

BUPATI BENGKAYANG,

SEBASYIANUS DARWIS

1. Inspektur Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
2. Kepala BPKPAD Kabupaten Bengkayang di Bengkayang.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 27 /DlSKOMINFO/TAHUN 2024
TANGGAL : q Januar‘ 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN MONITORING OPINI DAN
ASPIRASI PUBLIK DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA KABUPATEN BENGKAYANG

TIM KEGIATAN MONITORING OPINI DAN ASPIRASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN BENGKAYANG
DUDUKAN DALAM
NG JABATAN POKOK SR
1 3 2
1. | Bupati Bengkayang Pengarah
2. | Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang Penanggungjawab
3. | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika | Ketua
Kabupaten Bengkayang
4. | Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika | Wakil Ketua
Kabupaten Bengkayang.
S. | Kepala Bidang Informasi Publik Dinas Komunikasi | Sekretaris
dan Informatika Kabupaten Bengkayang.
6. 1. 1 (satu) orang ASN pada Inspektorat | Anggota

Kabupaten Bengkayang;

2. 1 (satu) orang ASN pada Bagian Organisasi
Setda Kabupaten Bengkayang;

3. 5 (lima) orang ASN pada Dinas Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Bengkayang;

4. 1 (satu) orang Staf Honorer pada Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Bengkayang.

BUPATI GKAYANG,

-

SEBASTIANUS DARWIS




